LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 07

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG
MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapali
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan
dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal
dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang pada
hakikatnya adalah pembangunan masyarakat seutuhnya, yang
menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat
maka dibutuhkan suatu regulasi pelayanan kesehatan;

b. bahwa terkait dengan regulasi pelayanan kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam era otonomi
daerah memegang peranan utama sebagai perumus kebijakan
dan regulator kesehatan wilayah termasuk sebagai regulator
pelayanan kesehatan dengan tujuan utama untuk melindungi
pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, terutama
masyarakat miskin dan berisiko tinggi untuk mendorong
kompetisi mutu pelayanan.

c. bahwa untuk mengembangkan sistem regulasi pelayanan
kesehatan yang efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan, maka Dinas Kesehatan dituntut untuk
mempersiapkan dan memfasilitasi berbagai infrastruktur
regulasi, sehingga perlu dikembangkan peraturan mengenai
mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Mutu Pelayanan Kesehatan di Provinsi
Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Otonomi  Provinsi  Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Clan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;
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14, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun
2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG MUTU PELAYANAN
KESEHATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Provinsi
Kalimantan Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.
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4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur

5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

6. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur.

7. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera baik secara fisik, mental,
spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomi.

9. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah penampilan yang pantas dan
sesuai standar dari suatu intervensi yang diketahui aman, dan
yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada
penurunan kematian, kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan
gizi.

10.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan
kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

11.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM
adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau
masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan di masyarakat.

12.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP
adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau
masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perorangan.
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